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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA‘ESA

BUPATI BARITO SELATAN
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Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan
Usaha Milik Daerah, sehingga ketentuan-ketentuan yang
A At AT - Daratiimam Mansmalhh Mamaw . MNAQ T Al ina}.
aiacud Qi o Al Qb UGFIQ!I NI - o (=S RLVEE (IR RvE. 4
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan
‘perkembangan sekarang :

. bahwa pengaturan Perusahaan Daerah tersebut huruf a di
~atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
" Kabupaten Barito Selatan. y

. ‘Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan;

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang Pokok-pokok
Agraria;

. Nomor 5 Tahun 1862 tentang Perusahaan

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun .1953 tentang
Pengusahaan Tanah-tanah Negara;

. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 188 tentang

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentukx Rancangan Undang- undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Keﬁn*uSAn Presiden;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974
tentang Ketentuan-ketentuan  Mengenai Penvediaan dan
Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977
tentang Tatsa Cara Parmohanan dan Panveleecadian

" Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan

serta Pendaftarannya;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah

1
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12. Peratyr Menters o0an
téh{é;'gnp Menteri Dpalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983
' g edoman Kerja Sama antara Perusahaa
an Pihak Ketiga a; i Deersg
13. Peraturan - M :
; enteri Dalam Negeri
) ri Nomor 1 Tah
Lontanq Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Dergn'19§4
Daerah d1 Lingkungan Pemerintah Sae;ah' Sorrsanaan
14, fgpffusaq Menterj Da?am Negeri Nomor 32 Tahun 1998
téniang Manual .Administras; Barang Daerah: i

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

50 Tahu 199
tent ang KQ pengurusan Badan Us n 1999

aha Milik Daerah.

Dengan pers

mn
0]

etujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN

apkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH DANUM BELUM,

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

-

‘Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

a. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

p. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan.

c. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

d. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Baritec
Seiatan. -

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Parwakilan
Rakyat = Daerah Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya.
nur\]uu oA (R DR o A W S ad 3

f. Perusahaan Daerah adatlah Perusahaan Daerah Danum
Belum, yang selanjutnya disingkat PD. Danum Belum.

a. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Danum Beium.

h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah
Uanu""l ﬁe:ux . k -

i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Danum Belum.



Dengan Peraturan Daerah ini pp, Danum

BAB I1I
' STATUS
Pasal 2z

o -, Dan Belum yang

2da  sexarang, yang berstatus sebagai Badan Usaha

Daerah Kabupaten Barito Selatan tetap eked

P eksis dengan

PD. Danum Belum. g

BAB II1I
— - P
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) PD. Danum Belum berkedudukan di Buntok.

(2) PD.  Danum Belum mempunyai wilayah kerja / usaha di
dalam - Daerah dan dapat dikembangkan ‘sampai keluar
Daerah '

(3) Apabila dianggap perlu PD. Danum Belum dapat
membuka Cabang di dalam Daerah maupun di Juar Daerah,

BAR IV
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 4

(1) PD. Danum Belum dibentuy] dengan maksud untuk
memberikan wadah wusaha secara lebih terencana dan
terorganisasi dalam rangka meningkatkan sumber
denﬁapn-uu Asli Daerah.

(2) PD. Danum Belum bertujuan untuk membantu Pemerintah
Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5 ‘

(1) PD. Danum Belum bergerak di bidang usaha :

a. Jasa-Kontruksi:

b. Penyewaan Alat-alat berat;

¢c. Perdagangan umum;

d. Perhutanan dan Perkebunan:

e. Pertambangan dan Energi;

f. Industri.

g. Transportasi dan Telekomunikasi.

(2) Pengembangan atau pengurangan bidang usaha dimégsud
pada ayat (1) pasal 1ini, harus mendapat persetujuan
Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Penngas.
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©inj Zéﬁat' awtamb?h;fd ; PR Ry ) pasal
i s a engan ersetuj
Perwakilan Rakyat Daerah., P juan  Dewan
\9/ Modal PD. Danum Belum tidak terbagi atas saham-saham

(1) PD. Danum Belum menyed1akan dana cadangan umum y
a_

(2) §?T8az alat liquidate disimpan pada Bank Pembangunan
~aeran atau Bank Pemerintah yang.ditunjuk olsh Bupati
BAB VI
PENGURUS
PDaesl o
Pengurus PD. Danum Bé&lum terdiri dari - .
a. Direksi;
b. Badan Psngawas.
BAB VII

-

~L+kDireksds - diusulkan pTolr Badan  Pengawas, dengan
diangkat oleh Buaxff sete]ah mewdapat -persefuinan

e 2 -

GEFT Dewas Perwaktia

-—1
—

(2) Dalamr 'hal’ calon Direksi sebagaimana dimaksud pada

-:x”\-r 74 H = o 3 1 A - fe P
=5 L) 2 an nerasa; dari swasta maka yang

NS

bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status
Kepegawaiannya.

L

(3} dntuk dapat drangkat sebagail anggota Diraks+ harus
memenuhi syarat-syarat umum dan Khusys serta syarat-
svarat lain yang diperlukan.
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(5)

Syarat-syarat N i
2 - =Y a yang dimaksud ad = - Ty mme s o
ada’?akl - aksug ;D-#\J” u»_yag (J’] jJ,ﬁ_; al ind

a. Syarat-syarat Umum -

1). Warga Negara Indonesia{

no
L

o =

Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: . .

(I)

3). Se?ia dan taat kepada Pancasila dan Undang-
unaang Dsas 1945

4). Setxa dan taat kepada Negara dan Pemerintah

f Pusat maupun Pemerintah

pribadian dan sifat kepemimpinan
an naje : 1 ; :

(27} Diutamakan mempunyai pendidikan . sekurang-

\_/ Kkurangnya sarjana (S.1); ;

3). Mempunyai pengalaman ke ria minimai 5 (lima)
tahun di perusahaan ng dibuktikan dengan
surat Keterangan ( Referensi ) dari perusahaan
sebelumnya dengan penilaian baik;

4). Membuat dan menyajikan proposal tentang visi,
misi dan strategi perusahaan;

5). Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati
atau dengan Anggota Direksi atau dengan

} Anggota Badgn Pengawas lainnya sampai derajat
Ketiga baik menurut garis Turus maupun
kesamping termasuk menantu dan-ipar;

6). Berwibawa dan jujur.

-Sebéium . anggota Direksi melaksanakan tugasnya

terhadap vyang bersangkutan terlebih dahulu oleh
Bupati dilakukan peiantikan dan pengambiian

sumpah/janiji menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berla .

ksi tidak dibenarkan untuk memangku
af‘r
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ggota Direksi pada Perusahaan Daerah
Aatau Perusahaan Swasta dan atauy jabatan
lain yang berhubungan dengan pengelolaan PD. Danum

BGEL{H'
b. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Pengangkatan Anggota. Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 10
mlah*Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan
orang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama,

Pasal 11

(1

(3

(4

Di

~ -

~ —~ ey P A I { cAdiicdiile A .
abatan dalam Keaudauxan vang

banyak 2 sa

( ) ka :
sama di PD. Danum Beilum.

L]

) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling

) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat
menjadi Direktur Utama.

) Masa Jabatan Direksi ditetapkan = selama 4 (empat)
tahun. '

) Pengangkatan = untuk masa jabatan yang kedua
sebagaimana dimaksud padz ayat (1) dilakukan apabila
Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Danum

Belum setiap tahun.

Bagian Kedua

Pasal 12

reksi dalam mengelola PD. Danum Belum mempunyai tugas

sebagai berikut :

a.

~ T

Y.

i\C .

Memimpin. dan mengendalikan semua kegiatan PD. Danum
Belum; ' '

Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan. dan
Rencana Kerja Anggaran PD. Danum Belum Tahunan Kkepada
3adan Pengawas untuk mendapat pengesahan;

Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah
mendapat persetujuan Badan Pengawas;

Membina pegawai;

Y "
Menaurus dan men

Menyelenggarakan administrasi umum dan Kesuangan;

11 "PD., Danum Belum baik di dalam dan di luar
1 ’ '




h. Menyampaikan

taearmacul
W W } i waad WA

Pengawas.

L%
NE T al

N

am mengelola PD. Danum Belum mempunyas

gail berikut

) b. Mengangkat, membernentikan dan memindah tugaskan
" pegawail dari jabatan dibawah. D7reksv~
C. Menandatangani Neraca dan Perhitungan,Laba/Rugi;
d. Menandatangani Ikatan Hukum de ngan pihak lain;
) Pasal 14
(13 ukan persetujuan-dari Badan Pengawas
a. Mengadakan perjanjian-perianiian Kerjasama . usaha
dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat
terhadap berkurangnya asset dan membebani .anggaran
PD.- Danum Belum:
b. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau
mengg tadaikan se”gera% dan atau tak bergerak
G. perusahaan lain;
d. Mengadakan - tindakan-tindakan lain yang .d1pandang
. . .perlu adanya perset uiuan atau pengesahan- Badan
Fengawas:
(2) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan~
Ketentuan tersebut pada ayat (1), segala tindakan
Direksi dianggap tidak mewakili PD.- Danum Belum dan
menjadi tanggung jawab pribadi Direksi vang
bersaangkutan.
s . ow ; .~ "Pasal 15

(1).Direksj dalam pengadaan barang untuk kepentungan
penyelenggaraan PD. Danum Be?gm berpedomar

n
ﬁpﬂﬂﬂﬂ Dﬂﬂnﬂrnn Dmrucnhann dan ketentuan yang herlaku

o atas persetujuan Badan Pengawas.
(2) Setiap mutasi barang PD. Danum Belum baik status
~maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah d1tetapkap -----
dengan Keputusan BupaL1 berdasarkan pertimbangan dari
‘Badan Pengawas.

n
AAAAAAAAAAAAA PRD

(3) Keputusan Bupat al
' baru beria set persetujuan dari DP

tersebut pada ayat (2) Pasal
ah ndapat




~
-
O

~~
(&%)

(4)

(5)

P
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anun Buku PD. Danum Belum adalah tahun Takwim.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya
lahun Buku Direcksi menyampaikan Laporan 'Keuangén
kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk
mendapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oileh

Akuntan Pub1ikj

Norsm~n

Nz Ao 0
Ui Kv Lo R=3 0 B

erhitungan Laba/Rugi Tahunan vang telah
mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan
tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

Selambat-lambatnya 3 (tigd) bulan sebelum berakhirnya
Tahun Buku Direksi telah mengajukan rencana kerja dan
Anggaran PD. Danum Relum. :

Apabila pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan Badan
Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran
PD. Danum Belum yang diajukan dianggap telah
disahkan. :
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PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 17

)]

3 P S ~ -~ o
1 terdiri aairi

a. Gaji:
b. Tunjangan.

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b di ditetapkan oleh Direksi.
; Bagian Kelima
CUTI
Pasal 18 ¢~

Direksi-memperoleh hak cuti sebagai berikut :

a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerija;

b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk
setiap satu kali masa jabatan;

c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi
Direktris: .

d. Cuti alasan penting;

"a. Cuti sakit.




atau'ﬁeﬁabat vang ditunjuk.
Bagian Keenam
Pasal 19

Danum Belum.

PD.

n dari

penun

)
J

ersetujuan Bupati

4
i

persetujuan Badan Pengawas.

(
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e
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Meninggal dunia

b.
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an
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d
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it
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h

iduga melakukan salah satu perbuatan

, s

kekuatan hukum tetap.

b

bila. Direksi
yang bersangkutan..

telah disetu
téﬁéﬁ'aemenyéi

tugasnya

s
W
a

x

Badan

1.

0

pada ayat (1) .terbukti,
aporkan kepada Bupat
Pasal 21

el

" e

sebagaimana
gera m

Direksi
Pengawas se

R |
e
b}

N4
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S
3

Ean
1]
0]

et
Eeh]

Eo]

!
e

Send

o™

e

‘

sudah
Direks1
alam

perbuatan

tentang Pemberhentiah Sebagai
vang melakukan

laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas,

mengeiuarkan
Anggota Direksi

menerima
Keputusan Bupati

bagi

a.

d

o

oy
b
o

T

Sementara

Pemberhentian

tentang
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Pasal 22

(1) Direksi yang diberhentikan Sebagaimana dimast

?asa] 18 huruf a, b an ¢, diberhentikan
normat |

(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksuy
Pasal 19 huruf d, e dan T, diberhentikan tidak
hormat.

(3) Direks; yang diberhentikan sebagaimana dimaksu
Pasal 19 huruf b selain diberi uang duka sep
(tiga) Kkali penghasilan yang diterima pada
terakhir juga diberikan uang penghargaan
besarnya ditetapkan secara proporsional sesua
jabatannya.

(4) Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 h
selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima

penghasilan yang diterima pada bulan terakhi
diberikan uang penghargaan yang besarnya dit
secara proporsional sesuai masa jabatannya.
(5) Direksi vyang berhenti karena habis masa- jab
dan tidak diangkat kembali diberikan uang peng
sesuai dengan kemampuan PD. Da m Belum,
Pasal 23
Paling 1lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan
berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon
Kepada Bupati.
Pasal 24
(1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas {(PLT),
Direksi diberhentikan sebelum masa jab

berakhir.
(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan
Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling

- 3 N
(tiga) bulan.

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.

d d

§ o
ad agal

dengan

d daiam
esar 3
bulan
yang

i masa

uruf
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ro
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kan

atannya
hargaan
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3.Cr
b o

dengan
lama 3

(2) Badan Pangawae cebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dari orang yang profesional sesuai

+ A .
D. Danum Belum.

berasal
bidang usaina

]
3
i3
)
D

dengan
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\oJ Untuk diangkat sebagai Badan Pengawas, harys memenuh
pPersyvaratan sebagai berikuyt -

a Manvoad<salram .. -

o+ WMERJediasan waktu yang cukup

b. Tidak terikat hubungan keluarga dengai 5uga%é atau
agngan_Anggota Badan Pengawas ia1nnya atau dengan
Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis
lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar:

. C. Mempunyai penga;aman dalam bidang keahliannya
minimal 5 (lima) tahun; ‘

d. Mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta
mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksana~-
an Bupati mengenaj pembinaan dan - oengawasan

- PD. Danum Belum. ‘

(4) Disamping svara dimak pada ayat (3), g
Badan Pengawas t1dak dibenarkan memiliks kepenttngan
yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan
PR, a."‘.uﬂ” Bslum.

(5) Sebelum Anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya,
t@rhaaap yang bersangkutan terleb-? dahuiu oleh
Bupati dilakukan pelantikan dan pengambilan suman /

erundang-undangan

janji Jabatan menurut ketentuan p
yang berlaku., - :

(6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26
Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang,
‘-.seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap
Anggota.
Pasal 27
(1) Badan Pengawas diangka paling banyak 2 (dua) kali
masa jabatan. ;
(2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3
(tiga) tahun.
(3) Pengangkat an Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan
apabila : o

a. Mampu mengawasi PD. Danum Belum sesuzaj dengan
program keria;

UM Al

b. Mampu memberikan =saran kepada Direksi agar .PD
**** ¢ er a

— e o e ey 0 o=
Canum  Belum mampu bersaing dengan Perusanaa

lainnyar i

mengenan Daiuanu usana
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Atidak duduk d

1ntahan Daerah.
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vhlddng-undgang

H
H

Pemer

(4) Bupati
48

@

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 28

.
?

sar

a. Mengawasi kegiatan operasional PD. Danum Belum
mberhent

terhadap
&
terhadap

i

1

i

an kepada Bupat
ian Direks

adarn

=1

apat
pe

d
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Bupati
V

Bgada
Direksi

K
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54
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“
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program kerja yang dia

X

14

Laporan Neraca dan Perhitungan La

«
s
1.
@

C
1.

o

Dénum Belum

PD.

Y
y

]

Memberikan

£
i

pengelolaan

ing bagi

dianggap pent

ain yang

1

masalah
PD. Danum Belum

’

Pasal 29
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Bagian Ketiga

PENGHASILAN

O
89]
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.

Tum.

honorar

Badan Pengawas karena tugasnya menerima



(1) Ketua Badan Pengawas menerima ho

em
ﬁ.qp?t puluh Perseratus) dars
vlama,. : ’ P pen\f”a‘;J D"r‘gxtm

35 ( i v
o % (tiga puluh 1ima persera+t

nerima honorarwum sebesar
Feeratus) darj nengha ilai

3 o]
2 ggggoﬁa ,Eadan Pengawas menerima hormarard;im i
% {tiga oY 1 7 o - Friwl ad Ui Sépesar
Ve gd puUiun Perserat ; ’
Direktur Utama Us) dari  penghasilan
- = a s
rTaoa L

.

Bagjan Keempat
PEMBERHENTIAN

-

Pasa]

(%]

3
Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

a. Atas permintaan sendiri:

b. Meninggal du:

C. Karena Kkesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan

S

i IQaS‘“ !’3 ‘,
d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;

iibat "daiam tindakan yang merugikan PD. Danum
um;

(qu]

er
1

W
©

7. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Fengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34
(1) Apabila Badan Pen atu
perbuatan sebagaimana di <sud daiam -pasal 33 huruf
c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan
terhadaff ya&ng bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badaq
Pengawas sebagaimana dvmaksud pada ayat (1) Vterbugtm

melakukan yerbuatan yang

Keputusan Bupati tentamng Pemberhentian Sebagai
Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakuka
perbuatan dalam Pasal 33 huruf ¢, d dan f;

&)

Bupati tentang Pemberhentian Sementara
Anggota Badan Pengawas
2

b. Keputusan
' Sebagai Badan Pengawas bagi n
vang melakukan perbuatan dalam Pasal 33 hurul
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TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEG/

il

Pasa] 35
1) Semus Nacaw- 4 on s Aa armne Sy Sy
X 7 SMua ~eg5awal U vanu Bealt H ;
- Peg 1 Pl vanum Beilum t;rm“udk Angsu"

. U ta
ggreks1, Yang ternyata melakukan tindakan ‘merugikan
PD. Dangmﬁ Belum Karena tindakan melawan hukum dan -
atas melalaikan tugas vyang dibebankan kepadanya

dengan langsung atau tidak langsung diwaji
‘ : 1bk
mengganti Kerugian tersebut. ’ . : o

Segaia‘ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap
Pegawai Daerah / Pegawai Negeri berlaku sepénuhnya

A . &
terhads ceaawn atau N4 rai OR . ~ -
Lernadap pegawai atau Jirexkst PR, Canum Seium.

~
ny
—r

(3) Semua pegawai P Danum Belum vyang diberi tugas
menyimpan, membaya

D.

Ar atay menvae hi no oA {2 Bk
m e ar atdu menvyerahkan udang dan surat-

r

Y ne; 1kar dan
surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki
PD. Danum Belum, wajib memberikan pertanggung-jawaban

+ or - 5 ! oy . . :
tentang pelaksanaan tugasnya sesual dengan Ketentuan
yang berlaku. .

kan tugas dan
a sebagaimana
akukan menurut

(4).Tuntutan terhadap pe
5 :\ ,)"

1

D. Danum Belum.

kewajiban vang dit

~ U o

dimaksud dalam ayat (
Ketentuan yang berlaku b

(5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian
dari tata buku dan administrasi PD. Danum Belum,
disimpan ditempat PD. Danum Belum atau ditempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud
pada ayat (3) pasal ini untuk sementara disimpan atau

dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap
periu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti
atau surat-surat dimaksud pada ayat (5) pasal ini
untux sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan

[

Negara.

N

6) Untuk keperluan pemeriksaan vang bertalian dengan

Py

i

‘]

ok

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
KEGIATAN PD., DANUM BELUM DAN

LAPORAN PERHTTUNGAN TAHUNARN
.o Pasal 36

laporan perhitungan hasil

. . T aikan
Direksi wajib menyamp kepada

usaha secara berkala dan kegiatan PD. Danum Belum

b4 ial as+dan triwy]
sekali dalam sstiap triwud

Bupati sekali: dal setia
Pasal 37

o t P R T e -Y s R

(1) Direksi menyampaikan perhifUﬁgaﬂ Tanurrain ang Lclz;(.

i ’ 1ap

: tungan laba/rugi untu
ari neraca dan perhitu ;

gﬁ““” buku kepada Bupati selambat-lambat akhir bulan

LQiitdiid Ui i k 18] D a

_Maret tahun berikutnya.



5 . . .

(2) D1re§f? harus me nyebutkan cara penilaian dalam
Qe;b;hunga. tahunan sebagaima dimaksud pada avat
(1) pasal ini, berdasarkan pemer1ksaaauzgun;;;“Negé:L
/ Akuntan Publik. )

(3) Perhitungan tahunan dimaks: d ¥a

UG pada ayat (1) dan (2)
pasal ini setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas

disahkan o?eh Bupati.

(4) Perhétuag;n tahunan dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
pasa}: ini, d’anggap telah dlsahkan iika selambat-
nya 3 (tiga) bulan setelah msnerﬁma perhitungan

ojeh Bupat1 tidak diajukan Kebaratan secara tertu11s

3 A

3
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69]
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PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 38
(1) DPari laba bers ng telah disahkan menur pas
Peratidran Daer 11, setelah ‘1ebih dahuiu 1k
cadangan tuj ditetapkan psanggunaan sebagai
» berikut :

a. Untuk dana Pembangunan Daerah, sebesar 55 %
(lima puluh lima perseratus).

b, Untuk Cadangan umum, sebesar ............. 20 %
(dua puluh perseratus). :

¢. Untuk Jasa Produksi Direksi, pegawai dan Badan
Pengawas S O A

d. Untuk sumbangan dana pensiun pegawai dan sokongan,

BBDBBET w5 5 5 5d 65 v e e kKSR ESE R S 5 e s 10 #
(sepuiuh perseratus).

e. Untuk dana Sosia dan pendidikan pegawad,
oY =T == - ol /1,5 %
(tujuh setengah perseratus)

1 s . ot e f 4 N\
{(2) Dana Cadangan Imum sebagaimana d sud ayat (1)
huruf b diatas penggunaannya pa hun bgku yang
akan datang harus diusulkan ke Bupati dgngan
telebin .dahuluy mendapat ar Badan

end

au perubahan
a Paraturan

(1) Pembubaran, Q

=i

on Nan
bLaLUD Tia i

Dasran.
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(3) Dalam hal liquidate, Pemerintah Daerah bertanggung-

’? «

if?g?ﬁ atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga
apdautia Kt:ruu1a” itu dd sehabkan (’*}Q"" karena neracsa
dan perhitungan rugi / laba yang telah disahkan tidak
menggambarkan keadaan PD. Danum Belum yang

Sebena rnya.
BAB XIII

ETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

jo}
[6)}

(1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk
Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.

(2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas
dan dibebankan kepada PD. Danum Belum.

Pasal 41
(1) Besarnya jasa produksi untuk -Direksi, Badan Pengawas,
pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum
20 % (dua puluh perseratus) dari laba bersih tahun
bersangkutan setelah diaudit.
(2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada

peg"wa~ dan

1
) s

v
)

ayat (1) untu! Direksi, Badan Pengawas
{

tenaga Kerja iainnya diteta kKan oleh Dir

e
”‘1 T
—ll

a .

Mo

Pasal 4

Apabila dalam 2
mampu meningkatk

anti Dirsk

dua) tahun berturut-turut Direksi tidak
kan Kkinerja perusahaan Bupati dapat

1
&

-ils r-i- ~~

Pasal 43

Direksi vyang akan melakukan Perjalanan Dinas ks Luar
Negeri harus mendayuﬁ iiin dari Bupati.

an PD. Danum
a perseratus)
t
2

oy
-
it
n
E'D
o

Dana reprasentatif akan dari anggar
Belum paling tinggi 75 % (tujun puluh znm
sa

dari gumlah penghas Tan Di reks7 dalam i

A e ~a A = taralh
aiter xma Maua uulun (RS A=A

FEiigoe
oleh~- D1reks1 secara efws1en dan efe kt1f
pengembangan PD. banum Belum.

) tahun yang

diatu;

aiam rangka

tentang
i rl.V-CLL akan

cué11'§éteﬁtuan pada pasa] 2 ayat




Pasal 46

Segala sesuatu yang belum diatur dalam
ini akan diatur kemudian oleh Keputusan

Peraturan Daeran ini berlaku pada tanggal diundang
Agar setiap or:
dangan Peratur
Lembaran Daerah

wiabs
pui}
]

{o]
b |

Eil

=

Disahkan di Buntok
pada tangga? 20 Mei 2000.

pada

.—r:! “ng oy

SERRETARI s AERAH

Al G

{
‘lf

Sy [ ‘A

MIAFFLUS KARAMO.

—ry A is A A

DAERAH KABUPATEN BA

TAHUN 2000 NOMOR 6
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